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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan
mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim

Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

XXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Batang Serangan, 12-08-1980, Nik.
1203215206800008, agama Islam, pendidikan Diploma 3,
pekerjaan Calon Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan
Kota Padangsidimpuan, tempat kediaman di Desa Rimba
Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota
Padangsidimpuan, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, — tempat/tanggal lahir, Sipange Godang, 02-02-1984,
Nik.1203210202840008, agama Islam, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Desa Rimba
Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota
Padangsidimpuan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar pihak berperkara di muka persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Februari 2020
mengajukan cerai gugat didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota
Padangsidimpuan Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 13 Februari 2020

dengan dalil-dalil sebagai berikut:
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. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah

secara Islam pada tanggal 26 Desember 2010, terdaftar di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Propinsi

Sumatera Utara, Nomor: 381/06/XI11/2010. tanggal 27-12-2010 ;

. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus perawan (

belum pernah menikah sebelumnya) dan Tergugat berstatus jejaka ( belum

pernah menikah sebelumnya);

. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah

bergaul dalam rumah tangga (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai anak 2
(dua) orang masing-masing bernama : Alyn Anisah Aini Pulungan,
perempuan, lahir tanggal 20-06-2012 dan Abdillah Barita Raja Pulungan,
laki-laki, lahir tanggal 13-05-2015;

. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

Desa Rimba Soping, Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, Kota

Padangsidimpuan ;

. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat

adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami
isteri sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi
ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang terus menerus.

. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah

disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan

rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari
bahkan Tergugat sering minta uang kepada Penggugat sehingga untuk
keperluan sehari-hari Penggugat harus bekerja sendiri hingga keadaan

ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian
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mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat;

Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dimana
Tergugat sering marah-marah terhadap Penggugat terkadang hanya
karena masalah yang sepele Tergugat marah terhadap Penggugat dan
Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat hingga Penggugat merasa
sakit hcti dengan demikian terjadi perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dengan Tergugat;

Tergugat main judi dan selalu pulang kerumah larut malam sehingga

Penggugat merasa tidak nyaman dirumah malam hari dan bila Tergugat
ditanya mengapa masuk rumah larut malam maka Tergugat marah-marah

hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat

dengan Tergugat;

Tergugat selalu berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Penggugat dan orang datang kerumah untuk menagih hutang Tergugat
terkadang Penggugat terpaksa membayarnya dengan demikian Penggugat
merasa malu terhadap msyarakat dengan demikian terjadi perselisihan dan

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang

sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan
harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap
buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa
tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan

Tergugat.

. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi

pada bulan Mei 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar
disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat

pisah ranjang dan pisah meja makan dan tidak ada lagi komunikasi antara
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Penggugat dan Tergugat serta putus hubungan sama sekali walaupun
masih dalam satu rumah hingga sekarang sudah 9 (sembilan) bulan

lamanya ;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan

Tergugat namun tidak berhasil;

10.Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga
(pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan
dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah
untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin
Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat
dan Tergugat.

11.Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga
menggugat hak pemeliharaan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat
yang masing-masing bernama : Aiyn Anisah Aini Puiungan, perempuan,
lahir tanggal 20-06-2012 dan Abdiliah Barita Raja Puiungan, laki-laki, lahir
tanggal 13-05- 2015, jatuh kepada Penggugat;

12.Bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di
bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di
bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi
Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat

tersebut, jatuh kepada Penggugat.

13.Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada
Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Cq. Hakimyang
memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari
persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna
memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjuthnya Penggugat mohon

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxn) atas diri

Penggugat (XXXXXXXXXXX);

3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 2 (dua) orang anak
Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : XXXXXX,
perempuan, lahir tanggal 20-06-2012 dan Xxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir

tanggal 13-05-2015, jatuh kepada Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Hakimberpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
persidangan dan tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil
atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh
Jurusita Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan sesuai relaas panggilan
Tergugat Nomor 45/Pdt.G/2020/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, serta
tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya
Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberikan
nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga
dengan baik;

Bahwa Penggugat di dalam persidangan tertanggal 25 Februari 2020
secara lisan menyatakan mencabut gugatannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya, dengan alasan
akan mengurus surat izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan
Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara
hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena
Penggugat mencabut perkara a quo tersebut pada saat pokok perkara belum
diperiksa di depan persidangan sehingga belum ada jawaban dari Tergugat,
maka pencabutnya tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari
Tergugat, dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut
perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 45/Pdt.G/2020/PA Psp dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan
pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal
1 Rajab 1441 hijriyah, oleh saya Bainar Ritonga, S.Ag, penetapan tersebut
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diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim

tersebut dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, SH sebagai Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Perincian biaya:
1. Pendaftaran
2. Proses

3. Panggilan

4. Redaksi

5. Meterai

Hakim,

Bainar Ritonga, S. Ag.

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati, SH

Rp30.000,00
Rp50.000,00
Rp200.000,00
Rp10.000,00
Rp6.000,00

Jumlah
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Rp. 296.000,00
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